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MENTERI KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 85 TAHUN 2020 

TENTANG 

AGEN PERUBAHAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi guna 

menciptakan peningkatan integritas dan kinerja 

birokrasi yang tinggi, perlu dilakukan perubahan pola 

pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) yang 

berkelanjutan;  

  b.  bahwa dalam rangka melaksanakan perubahan pola 

pikir dan budaya kerja di Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui 

keteladanan berperilaku dari pimpinan dan individu, 

perlu menetapkan agen perubahan di Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Agen 

Perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan; 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

  3.  Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Gerakan Nasional Revolusi Mental; 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan           

di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);   

  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, 

HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG AGEN PERUBAHAN 

DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, 

HUKUM, DAN KEAMANAN. 

 

KESATU :  Menetapkan Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya 

tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Koordinator 

ini sebagai Agen Perubahan di Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya 

dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Agen 

Perubahan.  
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KEDUA :  Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana tindak individu dan kelompok 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Agen Perubahan di Instansi 

Pemerintah; 

b. menyampaikan rencana tindak yang telah disusun 

sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan untuk ditetapkan; 

c. melaksanakan rencana tindak yang telah ditetapkan 

secara konsisten dan penuh kesungguhan; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas 

pelaksanaan rencana tindak; dan 

e. sebagai pendorong gerakan nasional revolusi mental. 

 

KETIGA :  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA, Agen Perubahan memiliki peran: 

a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan 

kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya 

masing-masing tentang pentingnya perubahan unit 

kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;  

b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas 

mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut 

berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit 

kerja yang lebih baik;  

c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan 

alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di 

lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala 

dalam proses berjalannya perubahan unit kerja 

menuju unit kerja yang lebih baik;  
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d. sebagai mediator, yang bertugas membantu 

memperlancar proses perubahan, terutama 

menyelesaikan masalah yang muncul dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina 

hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan 

pihak di luar unit kerja terkait dengan proses 

perubahan;  

e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan 

komunikasi dua arah antara para pegawai                        

di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil 

keputusan; dan  

f. sebagai teladan (Role Model), yaitu sebagai individu 

yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, 

bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju. 

 

KEEMPAT :  Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KEDUA huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas 

nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 

 

KELIMA :  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA dan peran sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KETIGA, setiap Agen Perubahan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 

Reformasi Birokrasi.  

 

KEENAM :  Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

bertugas terhitung mulai dari tanggal ditetapkannya 

Keputusan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 

31 Desember 2021. 

 

KETUJUH :  Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan ini  

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. 
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KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 

2021. 

 

  Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang 

bersangkutan. 

 

 

    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal 5 Oktober 2020                                                

 

MENTERI KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

          TTD. 

 

MOH. MAHFUD MD 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, 

 

 

 

Sidiq Mustofa 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 85 TAHUN 2020 

TENTANG 

AGEN PERUBAHAN DI KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, 

DAN KEAMANAN 

 

 

AGEN PERUBAHAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

No. Nama Jabatan 

1. Ade Ikhwan 

Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 

2. Hepiliana Dameria Dongoran 

Kepala Bagian Program dan Evaluasi 

pada Sekretariat Deputi Bidang 

Koordinasi Politik Luar Negeri, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 

3. Faizal Banu 

Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi 

Manusia, Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

4. Taufik Wijoyoko 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum 

pada Sekretariat Deputi Bidang 

Pertahanan Negara, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan 

5. Adhi Satya Perkasa 

Kepala Bidang Penanganan Kejahatan 

terhadap Kekayaan Negara, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 

6. Ferdinand Mahulette 

Kepala Bidang Informatika, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 
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No. Nama Jabatan 

7. Dian 

Kepala Subbagian Tata Usaha pada 

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi 

Politik Luar Negeri, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan 

8. Efiah Elyanofi 

Kepala Subbagian Tata Usaha pada 

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi 

Kesatuan Bangsa, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan 

9. Gilang Leo Akbar 

Kepala Subbagian Perbendaharaan, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 

10. Siti Hajarroh 

Kepala Subbagian Persidangan, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan 

11. Iwan 

Kepala Subbagian Dukungan 

Penguatan Lembaga, Sekretariat 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

12. Ruri Roberto 

Kepala Subbagian Pemantauan dan 

Evaluasi, Sekretariat Komisi Kepolisian 

Nasional 

13. Udo Nigel Sinulingga 

Kepala Subbagian Administrasi Kerja 

Sama, Sekretariat Komisi Kepolisian 

Nasional 

14. Rudi Pradesetia Sudirdja 
Pelaksana pada Sekretariat Komisi 

Kejaksaan Republik Indonesia 

 

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
          TTD. 
 
MOH. MAHFUD MD 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, 
 
 

 

Sidiq Mustofa 


